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ABSTRAK :  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (3), UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 
Tentang Penyelenggara Pemilu untuk penyelenggara di tingkat kecamatan adalah 
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 
(enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah pemungutan suara; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Tahun 2014, bahwa Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukacla bersamaan dengan 
tahapan pomilu anggota DPR, DPD dan DPRD, malca PPK dan PPS dikukuhkan sebagai 
PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dnn DPRD sepanjangmasih bersedia dan 
memenuhi syarat; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di 
atas, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan ditiap Kecamatan dengan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
DaerahTahun 2014; 

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4846); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahvm 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5898;) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Nomor6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 



Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariatJenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan SekretariatKomisiPemilihanUmum 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikotadan Wakil 
WalikotaTahvm 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 232/KU.02.4-Kpt/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 
Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 
2018. 

CATATAN :  - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 
Januari 2017 

- Lampiran 0 Halaman 

  

  


